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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 
 NOMOR 3 TAHUN 2013 

  

 TENTANG 
 

 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 

 

 
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 BUPATI BENGKAYANG, 
 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/ 

Kebersihan ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi 

Daerah; 

   b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dan 
Persampahan; 

 

Mengingat :   1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

 3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 tahun 

1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3823); 

 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 
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 5.  Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4727); 

 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

 7.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tamabahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578);  

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);  

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4761); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5161);  

 15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
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 16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara 

Tahun 2010 Nomor 274);  

  17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

 18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; 

    

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 

dan 

BUPATI BENGKAYANG 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 

2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.  

3.  Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.  

4.  Lembaga Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang mempunyai kewenangan dan 

tanggung jawab di bidang Kebersihan dan Persampahan. 

5.  Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha 

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap.  

 



4 

 

6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam 

yang berbentuk padat.  

7. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau 
tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah 

terpadu atau pemrosesan akhir.  

8. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, 
dan/atau jumlah sampah. 

9. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah 

dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan 
secara aman.  

10. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat 

TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran 

ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.  

11. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST 

adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, 

penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan 
akhir.  

12. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah 

tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media 
lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.  

13. Komposisi Sampah adalah perbandingan sampah berdasarkan 

jumlah/volume, karakteristik, dan/atau sumber sampah.  

14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian 

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di 

atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta 
di atas permukaan air.  

15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi 

tertentu.  

17. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan 
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan.  

18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 

perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.  
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19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, 

adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah 

pokok Retribusi yang terutang.  

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi 

berupa bunga dan/atau denda.  

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat 

SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih 
besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.  

22. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis adalah 

surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk 

untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi 
yang terutang.  

23. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 

pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.  

24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan 

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah 

pada bank yang ditetapkan. 

25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang 

terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi 

serta pengawasan penyetoran.  
 

 

 
BAB II 

NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI 

 
Pasal 2 

 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut 
pembayaran retribusi atas jasa pelayanan kebersihan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 3 
 

Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan kebersihan yang meliputi: 

a. Pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat 
sampah ke TPSA; 

b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA; 

c. Pemusnahan/pemanfaatan sampah di TPSA; 

d. Penyediaan lokasi TPSS dan TPSA. 

 

 
 


